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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Menolak
Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Oleh Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84 /PUU-XX/2022 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN YANG SEBAGIANNYA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

29 SEPTEMBER 2022

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, pukul 16.40 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya
disebut UU Perdagangan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara
Nomor 84/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor
84 /PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang beserta jaajrannya di lingkungan
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Perdagangan dalam perkara Nomor 84/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Rizky Puguh Wibowo, Zainal Hudha Purnama, dan
Minggus Umboh yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H.,
Oktoriusman Halawa, S.H., Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H., dan Nikita Johanie,
S.H, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.



C.

PASAL/AYAT UU PERDAGANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap
Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan, yang selengkapnya
berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5
Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan
oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Penjelasan Pasal 9
Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha
yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu
memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan
atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung
kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

BATU U]JI

Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan dianggap Para
Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak
dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 UU
Perdagangan dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 1 angka 5 dan
Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan para  Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam
persidangan Pendahuluan pada Selasa, 6 September 2022 dan dalam persidangan
tersebut Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam
Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang
telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan
memperjelas hal-hal yang di antaranya berkaitan dengan bagian perihal
Permohonan, Posita, dan Petitum Permohonan. Selanjutnya sesuai dengan
ketentuan hukum acara, para Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk
memperbaiki permohonan a quo (vide risalah Sidang Perkara Nomor 84/PUU-
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XX/2022 tanggal 6 September 2022). Terhadap nasihat Majelis Hakim Panel
tersebut, para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan yang diterima
Mahkamah pada 19 September 2022 yang kemudian pada 19 September 2022
dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan
permohonan;

[3.8.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan
permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon dalam bagian Petitum
angka 3, angka 4, dan angka 5 meminta pemaknaan yang tidak lazim dalam
perumusan suatu Petitum berkenaan dengan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, yang
mengakibatkan rumusan Petitum demikian tidak konsisten, koheren, dan
berkorelasi antara satu Petitum dengan Petitum lainnya. Hal demikian
menyebabkan apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon menjadi
tidak jelas dan kabur, padahal fungsi Penjelasan dari suatu pasal atau ayat dalam
undang-undang merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang
tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang
dimaksud;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas
Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 adalah kabur atau tidak jelas;

[3.9] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil
para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 5 UU 7/2014
yang menurut para Pemohon norma tersebut telah berkorelasi dengan
Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 khususnya terkait dengan definisi kata “Barang”.
Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, norma yang
diujikan oleh para Pemohon merupakan ketentuan umum dalam UU 7/2014 yang
terkait dengan batasan pengertian atau definisi dari suatu kata yaitu kata
“Barang” yang akan berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Norma
yang terdapat dalam bagian ketentuan umum akan menjadi payung hukum
terhadap norma-norma di bawahnya sehingga pemaknaan terhadap norma
dalam bagian ketentuan umum harus dilakukan secara saksama karena hal
tersebut terkait dengan ketentuan norma dasar dari suatu undang-undang di
mana jika norma dasar tersebut akan mengalami perubahan harus
dipertimbangkan juga keharmonisannya dengan pasal-pasal di bawahnya yang
memiliki keterkaitan, apakah pemaknaan yang baru tersebut tidak menimbulkan
kerancuan bagi pasal-pasal terkait berikutnya;

Bahwa dikaitkan dengan Permohonan para Pemohon yang meminta
pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 dengan menambahkan frasa
“termasuk buku elektronik dan robot trading”, menurut Mahkamah hal demikian
akan mempengaruhi struktur batang tubuh UU 7/2014 khususnya pasal-pasal
yang berhubungan dengan definisi kata “Barang”. Selain itu, secara doktriner
penambahan frasa a quo dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 sebagaimana
dimohonkan oleh para Pemohon, bukanlah rumusan yang tepat untuk
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dimasukkan dalam bagian ketentuan umum, hal ini dikarenakan frasa a quo
bukan merupakan uraian yang bersifat umum dari batasan pengertian maupun
suatu definisi, bahkan rumusan frasa a quo membutuhkan penjelasan lebih lanjut
terkait apakah yang dimaksud dengan buku elektronik maupun robot trading.
Dengan demikian, penambahan frasa “termasuk buku elektronik dan robot
trading” dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 justru akan menimbulkan
ketidakpastian hukum terhadap kata “Barang” itu sendiri;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil

para Pemohon yang memohon pemaknaan terhadap norma Pasal 1 angka 5 UU
7/2014 menjadi “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun
tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha termasuk buku elektronik dan
robot trading” adalah tidak beralasan menurut hukum;
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
terkait pengujian Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, telah ternyata dalil permohonan
para Pemohon adalah kabur atau tidak jelas. Sedangkan terkait dengan pengujian
norma Pasal 1 angka 5 UU 7/2014, menurut Mahkamah, tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya dalil para
Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun hal-hal lain tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

. AMAR PUTUSAN

1 Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan
Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) tidak dapat
diterima;

2 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 84/PUU-XX/2022 yang
menyatakan tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan Para Pemohon
untuk seluruhnya terhadap pengujian UU Perdagangan mengandung arti bahwa
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ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

I,

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022
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